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ABSTRACT 

 
This research aims to analyze the application of the primum remedium 

principle in the imposition of imprisonment sanctions against drug users in 

Indonesian legislation. The principle of primum remedium, which means the 

principle of handling cases with non-criminal remedies as the main priority, is the 

main focus in the context of law enforcement against drug-related offenses. This 

research uses a normative legal research method by collecting data through 

literature study and analysis of relevant laws and regulations. 

First of all, this research reviews the background and development of the 

primum remedium principle in the context of criminal law in Indonesia. Then, the 

focus is placed on the explanation of laws and regulations governing the handling 

of drug use cases and the imposition of prison sanctions. An in-depth analysis is 

conducted on the provisions that accommodate the primum remedium principle in 

drug law enforcement. 

The results show that the primum remedium principle still faces various 

challenges in the context of drug law enforcement in Indonesia. Despite several 

legislative changes that recognize the importance of the rehabilitative approach, 

the implementation of the primum remedium principle still tends to be limited. 

Factors such as social stigma, lack of rehabilitation facilities, and an emphasis on 

criminal prosecution are often the main obstacles. 

This research also highlights efforts that can be made to improve the 

application of the primum remedium principle in drug law enforcement. Measures 



 

 

such as increased access to rehabilitation programs, socialisation of the importance 

of the rehabilitative approach, and a change in the community paradigm towards 

drug users are needed. Increased cooperation between law enforcement agencies, 

the government, and related institutions is also considered important to achieve 

more effective results. 

This research makes an important contribution to the understanding of the 

role of the primum remedium principle in drug law enforcement in Indonesia. By 

exploring it, it is expected to provide better policy recommendations in handling 

cases of drug users, by prioritizing a rehabilitative approach as the main principle 

in tackling the negative impact of drug abuse in society. 

Keywords: Primum Remidium, Narcotics, Criminal Law 



 

 

ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas primum 

remedium dalam penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap pengguna narkotika 

dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Asas primum remedium, yang 

berarti prinsip penanganan kasus dengan upaya penyelesaian non-pidana sebagai 

prioritas utama, menjadi fokus utama dalam konteks penegakan hukum terhadap 

pelanggaran terkait narkotika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

hukum normatif dengan mengumpulkan data melalui studi literatur dan analisis 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan. 

Pertama-tama, penelitian ini mengulas latar belakang dan perkembangan 

asas primum remedium dalam konteks hukum pidana di Indonesia. Kemudian, 

fokus ditempatkan pada penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang 

mengatur penanganan kasus penggunaan narkotika dan penjatuhan sanksi pidana 

penjara. Analisis mendalam dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan yang 

mengakomodasi asas primum remedium dalam penegakan hukum narkotika. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas primum remedium masih 

menghadapi berbagai tantangan dalam konteks penegakan hukum narkotika di 

Indonesia. Meskipun terdapat beberapa perubahan legislasi yang mengakui 

pentingnya pendekatan rehabilitatif, implementasi asas primum remedium masih 

cenderung terbatas. Faktor-faktor seperti stigma sosial, kurangnya fasilitas 

rehabilitasi, dan penekanan pada penindakan pidana seringkali menjadi 

penghambat utama. 



 

 

Penelitian ini juga menyoroti upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan penerapan asas primum remedium dalam penegakan hukum 

narkotika. Diperlukan langkah-langkah seperti peningkatan akses terhadap program 

rehabilitasi, sosialisasi mengenai pentingnya pendekatan rehabilitatif, dan 

perubahan paradigma masyarakat terhadap pengguna narkotika. Peningkatan 

kerjasama antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan lembaga terkait juga 

dianggap penting untuk mencapai hasil yang lebih efektif. 

Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang 

peran asas primum remedium dalam penegakan hukum narkotika di Indonesia. 

Dengan mendalaminya, diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan 

yang lebih baik dalam menangani kasus pengguna narkotika, dengan 

mengedepankan pendekatan rehabilitatif sebagai prinsip utama dalam 

menanggulangi dampak negatif dari penyalahgunaan narkotika di masyarakat. 

Keyword: Primum Remidium, Narkotika, Hukum Pidana 
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